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Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin
kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri diatur dalam Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan
anak dibawah umur oleh yang dilakukan oleh kakek angkatnya sendiri masih sering
terjadi di Negara Republik Indonesia seperti yang pernah terjadi di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Nomor 36/Pid.B/2011/PN.TK. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 81
ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000
(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
harus diganti dengan pidana selama 3 bulan. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
pencabulan anak dibawah umur (studi kasus perkara nomor 36/Pid.B/2011/ Pn.Tk)?
dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap
pelaku pencabulan terhadap anak (studi kasus perkara nomor 36/Pid.B/2011/Pn.Tk.)?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber
data diperoleh dari lapangan dan kepustakaan dengan jenis data yaitu data primer dan
data sekunder. Populasi yang diambil penulis dari hakim di Pengadilan Negeri
Tanjung Karang, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk
menganalisis data menggunakan analisis kualitatif.
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Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yaitu
ditinjau dari kemampuan seseorang bertanggungjawab berdasarkan hal-hal yang
meliputi: pertama Perbuatan, Perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak
pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kedua Orang
(subyek hukum), Terdakwa yang bernama Romli bin Aceng sebagai pelaku tindak
pidana mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan
pembenar terhadapnya. Ketiga Sanksi, yaitu Suatu perbuatan harus memiliki sanksi
yang mengikat, hal ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seseorang tidak
boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melarangnya. Terdakwa Romli bin Aceng
telah melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus
perkara dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pencabulan terhadap anak di
bawah umur yaitu hakim yang memeriksa dan memutus perkara sebelum
menjatuhkan pidana telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menyesuaikan
keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu fakta
hukum atau peristwa hukum sebagaimana yang terjadi.

Adapun saran yang disampaikan yaitu perlu dikaji lebih mendalam lagi terhadap pola
pemidanaan terhadap tindak pidana anak, sehingga anak yang menjadi korban mampu
untuk bangkit kembali terhadap keterpurukan yang pernah dialaminya. Kerahasiaan
identitas korban merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi mentalitas korban
sebagai anak terhadap masyarakat luas, Dan Perlu meningkatkan gerakan
perlindungan anak dengan cara memberikan arahan dan sosialisasi mengenai hak-hak
anak, dan bagaiman tata cara melaporkan apabila anak mengalami ancaman baik fisik
maupun psikis.


